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ABSTRAK

Risky Maulana. NPM: 92011403161008. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen Terkait Peredaran makanan Kemasan yang Kadaluarsa. Dibimbing oleh
Dr. Abdul Haris, SH.,MH dan Verry Korua, SH.,MH

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Makanan, Kadaluarsa

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen agar hak konsumen untuk
mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam mengomsumsi suatu produk
makanan. Pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi untuk menggapai
keuntungan yang besar dan kerugian sekecil-kecilnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana aturan perundang-
undangan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap
konsumen? 2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya makanan
kemasan kadaluarsa? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif,
pendekatan yangg digumakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang
(statute aproach).

Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang wajib diberikan
oleh negara, dan salah satu perlindungan hukum yang wajib diberikan adalah
perlindungan konsumen. Salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah untuk
meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha untuk melindungi diri maka
diperlukan tindakan nyata yang bertujuan untuk memberdayakan konsumen.
Tanggung jawab pelaku usaha beredarnya makanan kadaluarsa sangatlah penting.
Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa standar keamanan pangan yang
ditetapkan berlaku untuk makanan yang mereka produksi, simpan, dan jual. Pelaku
usaha bertanggung jawab atas konsekuensi apa pun yang terjadi jika makanan yang
sudah kadaluarsa didistribusikan, termasuk resiko kesehatan bagi konsumen dan
potensi tindakan hukum.



LISy BORAY 2
Risky Maulana. NPM: 92011403161008. 2024. Leg - for Consumers

Related to the Circulation of Expired Packaged Food. Superwsed by Abdul Haris,
and Verry Korua.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Food, Expired

Efforts to protect consumers legally so that consumers' rights to obtain security
and comfort in consuming a food product. Business actors who are basically based on
economic principles to achieve great profits and minimize losses. The formulation of
the problem in this study is: 1). What are the laws and regulations in Indonesia that
regulate legal protection for consumers? 2). What is the responsibility of business
actors for the circulation of expired packaged food? This study uses a normative
juridical research method, the approach used in this study is the statute approach.

Every citizen has the right to legal protection that must be provided by the state,
and one of the legal protections that must be provided is consumer protection. One of
the goals of consumer protection is to increase consumer and business awareness to
protect themselves, so real actions are needed that aim to empower consumers. The
responsibility of business actors in the circulation of expired food is very important.
They are responsible for ensuring that the food safety standards that have been set apply
to the food they produce, store, and sell. Business actors are responsible for any
consequences that occur if expired food is distributed, including health risks to
consumers and potential legal action



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu kegiatan bisnis terkadang banyak permasalahan yang muncul.
Persaingan dalam kesamaan kegiatan usaha dengan kegiatan usaha itu sendiri. Dalam
ekonomi pasar, setiap orang memiliki hak untuk menjual atau membeli barang atau
jasa apapun, dengan siapa, dalam jumlah apa, dan bagaimana mereka diproduksi.
Selain itu, kecurangan tidak jarang terjadi karena perilaku dan struktuk pasar yang
tidak dapat diprediksi. Sebagai akibat dalam persaingan global yang sedang
berlangsung, produsen menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan.
Akibatnya, ada banyak pendekatan yang digunakan untuk mengelabui konsumen.

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 20 April
1999. Undang-undang ini mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan. Ini
menunjukan bahwa UUPK baru berlaku pada 20 April 2000. Ada secercah harapan
ketika undang-undang ini diterbitkan. Bahwa konsumen tidak lagi dianggap remeh
oleh produsen. Adanya UUPK dapat membatasi produsen dalam memasarkan
produknya karena harus mematuhi larangan-larangan tertentu yang diatur dalam
UUPK.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan para
pelaku ekonomi menyadari bahwa prinsip dasar perekonomiannya adalah

memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.Prinsip ini sangat merugikan terhadap



kepentingan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkembangan
yang dinamis dan berkesinambungan yang terjadi disektor perekonomian telah
melahirkan banyak perkembangan baru dibidang perlindungan konsumen.
Perlindungan konsumen adalah masalah kemanusiaan dan itulah sebabnya setiap
negara di dunia ingin mencapainya. Tercapainya perlindungan konsumen berarti
terjalinnya hubungan multidimensi dan saling bergantung antara konsumen,
pengusaha, dan pemerintah.

Seiring dengan kemajuan teknologi khususnya dibidang informasi, baik yang
kita sadari maupun arus informasi yang disebarluaskan melalui berbagai media baik
media cetak maupun terus menerus terus mengalir ke berbagai kehidupan masyarakat.
Informasi yang disampaikan pasti memiliki berbagai tujuan. Sebagai contoh,
informasi yang dipublikasikan oleh produsen hampir pasti bertujuan untuk
mempengaruhi konsumen untuk membeli barang yang mereka jual. Informasi yang
diberitakan media sungguh menarik. Dengan demikian, jika penerima informasi tidak
menganalisa pesan yang disampaikan, maka resiko tergiur sangat besar. Artinya
penerima informasi tidak akan segan-segan mengeluarkan uang untuk memenuhi
harapannya dengan membeli produk yang direkomendasikan. Faktanya, terkadang
barang yang dibeli tidak diperlukan. Parahnya lagi, pembeli biasanya tidak
memeriksa dengan cermat apakah produk yang ditawarkan produsen memenuhi
persyaratan saat ini.

Di satu sisi, pertumbuhan sektor barang dan jasa memberikan dampak positif,

seperti ketersediaan bahan kebutuhan pokok dalam jumlah yang cukup, kualitas yang



lebih baik, dan pilihan alternatif bagi pelanggan untuk memenuhi kebutuhan. Di sisi
lain, pertumbuhan ini juga membawa dampak negatif, seperti penggunaan teknologi
dan perilaku bisnis yang muncul sebagai akibat dari makin ketatnya persaingan yang
mempengaruhi  masyarakat konsumen. Untuk memastikan kelangsungan
pembangunan nasiaonal, konsumen atau masyarakat harus dilindungi. Karena
masalah perlindungan hukum terhadap konsumen juga merupakan persoalan hukum
nasional, maka berbicara mengenai perlindungan hukum kepada konsumen berarti
berbicara tentang keadilan bagi semua orang.

Dalam pasal 8 ayat 1 huruf g Undang-undang Perlindungan Konsumen
disebutkan bahwa tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu
penggunaan/pemanfatan yang paling baik atas barang tertentu. Pemerintah juga
membentuk suatu lembaga yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001, lembaga ini bertanggung
jawab atas pengawasan obat dan makanan, termasuk memantau keamanan, kualitas,
dan gizi makanan yang beredar di seluruh negeri. Lembaga ini ditetapkan sebagai
badan yang bertanggung jawab atas pengawasan obat dan makanan. Lembaga ini juga
diatur tentang posisi, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata
kerjanya. Untuk menjamin hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan
kenyamanan saat mengonsumsi produk makanan, Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) melakukan uji sampel produk makanan yang beredar di
masyarakat. Hukum konsumen terdiri dari keseluruhan prinsip dan prinsip hukum

yang mengatur hubungan dan permasalahan antar pihak satu sama lain yang berkaitan
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dengan barang dan jasa konsumen dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan
konsumen adalah bagian dari hukum yang mencakup prinsip dan prinsip yang
mengatur dan juga melindungi kepentingan konsumen. Menurut pasal 1 angka 1
Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, segala upaya
untuk menjamin kepastian hukum untuk menjamin perlindungan kepada konsumen
dianggap sebagai perlindungan konsumen. Oleh karena itu, berbicara tentang
perlindungan konsumen berarti berbicara tentang jaminan atau kepastian bahwa hak-
hak Konsumen akan terpenuhi.

Menurut Ribka Anasthasia, dkk dalam bukunya Perlindungan Konsumen
Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa memberikan pengertian bahwa pengawasan
pangan adalah tindakan wajib yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah
untuk melindungi pembeli dan memastikan bahwa seluruh produk pangan, mulai dari
produksi hingga penanganan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi, aman, bersih,
layak dikomsumsi oleh manusia, memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan,
serta didistribusikan dengan benar. Selain itu, produsen dan pelaku usaha memiliki
tanggung jawab untuk memastikan bahwa suatu produk makanan aman untuk
dikonsumsi sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Hal ini
disebabkan fakta bahwa hanya produsen dan pelaku usaha yang mengetahui
komposisi dan masalah yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan konsumsi
produk makanan tertentu. Kerugian yang dialami konsumen disebabkan oleh
kurangnya tanggung jawab badan usaha terhadap konsumen. Kita tahu bahwa

distribusi produk makanan kadaluarsa tidak hanya terjadi di toko-toko, ini juga sering
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terjadi di pasar modern, supermarket, dan swalayan. Produk makanan kadaluarsa,
seperti roti dan makanan ringan, dimaksudkan dalam penelitian ini. (2020 : 53)
Mengonsumsi makanan kadaluarsa dapat menimbulkan berbagai gangguan
kesehatan yang serius. Seperti resiko keracunan makanan, makanan kadaluarsa
seringkali menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, saya sebagai penulis pernah
mengalami membeli makanan kemasan yang suda kadaluarsa, saya sendiri tidak
memperhatikan label kadaluarsanya, komsumsi makanan yang terkontaminasi bakteri
ini dapat menyebabkan keracunan makanan, dengan gejala seperti mual, muntah,
diare, dan demam. Sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui tanggal
kadaluarsa produk makanan dan memastikan penyimpanan yang tepat. Upaya ini
tidak hanya melindungi kesehatan seseorang tetapi juga mengurangi beban ekonomi
akibat biaya pengobatan dan kemungkinan penurunan produktivitas kerja. Untuk
menjaga kesehatan masyarakat secara keseluruhan, edukasi tentang bahaya makanan
kadaluarsa dan kebiasaan komsumsi yang aman harus menjadi prioritas utama.
Perlindungan bukan hanya masalah orang perorangan saja, tetapi masalah
bersama, menurut Finulius Bu’ulolo dalam bukunya perlindungan hukum terhadap
konsumen terkait penjualan makanan dan minuman dalam kemasan kadaluarsa
memberikan pengertian pada dasarnya masyarakat sebagai makhluk sosial perlu
dilindungi oleh benyak pihak agar dapat memperoleh kehidupan yang layak sesuai
dengan kemanusiaannya. Masyarakat yang pada hakikatnya juga konsumen harus
dilindungi oleh instansi pemerintah yang mengawasi pengangkutan pangan yang

sudah tidak layak komsumsi. (2022 : 612)
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B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana aturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang
perlindungan hukum terhadap konsumen ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya makanan kemasan

kadaluarsa ?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui perundang-undangan di Indonesia yang mengatur
perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kemasan kadaluarsa.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha atas beredarnya

makanan kemasan kadaluarsa.

D. Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dari pada penelitian ini adalah :

1. Memberikan pemahaman bagi Mahasiswa Fakultas Hukum tentang
Perlindungan Hukum terhadap konsumen terkait dengan Peredaran makanan
kemasan yang kadaluarsa.

2. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tanggung jawab
produsen ketika seorang konsumen mendapati atau telah mengkomsumsi

makanan kemasan yang telah kadaluarsa.
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3. Memberikan kebijakan yang lebih efektif, dapat membantu pemerintah
dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi konsumen
dari makanan kadaluarsa, termasuk penegakkan hukum yang lebih baik
terhadap pelanggaran.

4. Hasil penelitian ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso

Poso.
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